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ADA hal yang

lebih penting di-

banding sekadar

membentuk Ba-

dan Pengelola In-

vestasi (BPI)

DANANTARA

sebagai superhol-

ding BUMN. Su-

dah mendekati

dua bulan peme-

rintah telah resmi me-launching BPI

DANANTARA sebagai badan khusus

untuk mengelola investasi negara da-

lam menunjang perekonomian nasional.

Tetapi hingga sekarang, belum ada tero-

bosan program yang signifikan dari lem-

baga bentukan presiden Prabowo ini.

Sebagaimana kita ketahui, setidak-

nya ada 7 BUMN raksasa yang akan

dikonsolidasikan oleh BPI DANAN-

TARA, yakni perusahaan yang memiliki

aset tertinggi anatara lain Pertamina,

PLN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank

BNI, Telkom Indonesia dan termasuk

holding BUMN pertambangan MIND

ID. BUMN raksasa inilah sebenarnya

yang dicoba untuk dikelola dalam ben-

tuk sovereign wealth fund (SWF). Jika

ditelusuri, pembentukan SWF sejatinya

sudah digagas dalam waktu cukup

lama. Akan tetapi yang menjadi perta-

nyaan fundamental saat ini adalah, apa

urgensi membentuk superholding ini?

Apakah dengan kondisi hari ini kita su-

dah siap? Lebih jauh lagi, apa dampak

konkritnya bagi masyarakat Indonesia?

Sebenar-benarnya berdasarkan temuan

penulis, pertanyaan belum memiliki

jawaban yang jelas hingga hari ini.

BPI DANANTARA sebagai lembaga

baru akan mengelola aset atau asset un-

der management (AUM) sekitar USD

600 miliar dan ditargetkan dalam bebe-

rapa tahun ke depan mengalami pe-

ningkatan hingga mencapai USD 982

miliar atau hampir USD 1 Triliun. Nilai

ini tentu cukup fantastis karena setara

dengan 60% dari nilai Gross Domestic

Product (GDP) Indonesia. Jika demi-

kian, dapat kita bayangkan betapa ke-

berhasilan BPI DANANTARA menjadi

tonggak utama atau tolok ukur keber-

hasilan ekonomi nasional ke depan. Te-

tapi sebaliknya, kegagalan BPI

DANANTARA juga bisa membuat ne-

gara ini bangkrut di masa yang akan

datang. Lalu pertanyaannya apakah ki-

ta mau melakukan perjudian ekonomi

dengan situasi-situasi saat ini? Apakah

kita siap mempercayakan itu kepada

lembaga baru bentukan ini yang belum

jelas kinerja, visi dan targetnya? Inilah

yang perlu dipertimbangkan secara

matang, apalagi melihat track record

perjalanan cikal bakal BPI DANAN-

TARA ini mulai dari pembentukan Pu-

sat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai

cikal-bakal SWF Indonesia lalu sempat

ditutup. Lima tahun kemudian terbit

Lembaga Pengelola Investasi. Selanjut-

nya, LPI ini lah menggunakan nama

ìIndonesia Investment Authorityî yang

disingkat INA. Dan sekarang, INA ber-

transformasi menjadi DANANTARA.

Tentu gambaran perjalanan lembaga

yang dibentuk ini belum memberikan

gambaran yang optimis.

Peluang dan Tantangan

Dalam era globalisasi sekarang, harus

diakui bahwa tuntutan persaingan an-

tarnegara bahkan antarperusahaan

kian ketat. Dengan adanya superhold-

ing, yakni BPI DANAN-

TARA, BUMN Indonesia da-

pat memiliki posisi yang

lebih kuat untuk bersaing di

pasar internasional. Tetapi ji-

ka hanya sebagai ajang un-

tuk gagah-gagahan saja di

dunia internasional tidak

cukup dan itu hanya lah

bersifat sementara. Melain-

kan harus diikuti dengan in-

tegrasi dan adanya pen-

guatan kapasitas lembaga

BPI DANANTARA supaya

membantu anak perusahaan

dapat berkolaborasi. Tidak

hanya itu, harus ada juga pe-

ningkatan inovasi yang

masif, serta mampu mem-

perluas ekspansi pasar di lu-

ar negeri. Syarat itulah yang

akan mampu meningkatkan

daya saing BUMN Indonesia di pasar

global. Pertanyaannya apakah kita su-

dah memenuhi syarat itu?

Alih-alih mengubah BUMN menjadi

superholding, hal yang lebih urgent dan

cukup fundamental adalah pentingnya

menyelesaikan persoalan budaya tata

kelola (moral dan mentalitas korup)

harus diperbaiki. Kualitas lembaga dan

SDM menjadi faktor kunci, seperti hasil

penelitian Daron Acemoglu, dkk peraih

Nobel Ekonomi 2024, menyatakan seka-

ligus mengingatkan kita bahwa pertum-

buhan ekonomi yang sesungguhnya ti-

dak hanya ditentukan oleh investasi,

tetapi juga oleh struktur politik dan kual-

itas institusi. Bagaimanapun juga

BUMN memiliki peran yang cukup kru-

sial dalam ekonomi dan pembangunan

nasional sebagaimana amanat UUD

1945 guna mewujudkan kesejahteraan

rakyat. Dan masyarakat banyak yang

menaruh harapan yang lebih, sehingga

dengan situasi dan kondisi BUMN saat

ini, sebaiknya lebih fokus pada pening-

katan kinerja bukan pada membentuk

organisasi seperti superholding. Persoal-

an ini lebih dari sekadar antara holding,

superholding atau tidak holding. (*)-d

*)Pristanto Silalahi SE MSE,

Dosen Ekonomi- Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Menjaga Defisit APBN di Tengah Godaan Populisme

Pristanto Silalahi

Timnas U-17 kalah telak 0-6 atas Korea

Utara.

- Garuda muda tidak boleh patah sema-

ngat.

***

Calhaj diminta jangan banyak bermedsos di

Tanah Suci.

- Tetap fokus beribadah.

***

Walikota Yogya targetkan ’Merdeka’

Sampah.

- Harus didukung warga, ketimbang ja-

di ’rasanan’.

Urgensi BPI DANANTARA Dipertanyakan

PEMERINTAH

menargetkan de-

fisit Anggaran Pen-

dapatan dan Be-

lanja Negara

(APBN) 2025 sebe-

sar Rp 616,2 trili-

un atau 2,53 per-

sen terhadap Pro-

duk Domestik Bru-

to (PDB). Namun, dalam dua bulan perta-

ma tahun ini, defisit sudah mencapai Rp

31,2 triliun (0,13 persen terhadap PDB),

dan melonjak menjadi Rp 104,2 triliun pa-

da akhir Maret. Tren ini menimbulkan

kekhawatiran bahwa defisit berpotensi

melebar melampaui target, terlebih jika

tidak disertai langkah korektif yang

memadai.

Sejumlah ekonom menyuarakan

kekhawatiran terhadap keberlanju-

tan program-program populis peme-

rintah, seperti Makan Bergizi Gratis

(MBG). Program ini memang memi-

liki nilai sosial, namun juga me-

nyerap anggaran dalam jumlah be-

sar dan berkelanjutan. Ketika belan-

ja negara terus meningkat tanpa di-

imbangi peningkatan penerimaan

yang signifikan, tekanan terhadap

defisit pun tak terhindarkan.

Defisit yang melebar akan menim-

bulkan konsekuensi fiskal dan ma-

kroekonomi yang serius. Selain me-

ningkatkan kebutuhan pembiayaan

utang, kondisi ini dapat menurunkan

kepercayaan pasar terhadap disiplin

fiskal pemerintah. Di tengah tekanan

global dan ketidakpastian ekonomi, men-

jaga kredibilitas fiskal menjadi elemen

kunci bagi stabilitas ekonomi nasional.

Efisiensi dan Dampak ke Dunia

Usaha

Sebagai respons atas potensi pelebaran

defisit, pemerintah memutuskan melaku-

kan efisiensi anggaran senilai Rp 306,69

triliun. Langkah ini mencerminkan ke-

hati-hatian fiskal dan perlu diapresiasi.

Namun, efisiensi dalam skala besar juga

memiliki implikasi ke sektor riil, terutama

bagi pelaku usaha yang bergantung pada

belanja negara.

Industri Meeting, Incentive, Conven-

tion, and Exhibition (MICE) menjadi sa-

lah satu sektor yang merasakan dampak

awal. Pemangkasan anggaran perjalanan

dinas, kegiatan konferensi, dan perte-

muan pemerintah mengurangi perminta-

an terhadap jasa-jasa mereka secara

drastis. Di daerah, kegiatan ekonomi yang

bertumpu pada agenda pemerintah turut

melambat, yang pada akhirnya dapat

memengaruhi pertumbuhan ekonomi re-

gional.

Karena itu, efisiensi anggaran perlu di-

lakukan secara selektif dan berdasarkan

prioritas pembangunan. Pemotongan ti-

dak bisa dilakukan merata tanpa pertim-

bangan dampak sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan

efisiensi ini diiringi perbaikan tata kelola

belanja negara, agar setiap rupiah yang

dikeluarkan menghasilkan nilai tambah

maksimal.

Alternatif Pembiayaan dan

Reformasi Fiskal

Untuk menjaga ruang fiskal tetap ter-

buka, pemerintah berencana menjalin

kerja sama pembiayaan dengan pihak

lain, termasuk sektor swasta. Skema

seperti Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi so-

lusi alternatif dalam mendorong pemba-

ngunan infrastruktur dan sektor produk-

tif tanpa membebani APBN secara lang-

sung. Namun, pendekatan ini membu-

tuhkan transparansi dan manajemen

risiko yang kuat agar tidak menimbulkan

kewajiban tersembunyi di masa depan.

Di sisi lain, langkah jangka menengah

yang tidak kalah penting adalah mem-

perkuat basis penerimaan negara.

Reformasi perpajakan, digitalisasi sistem

fiskal, serta penertiban belanja yang tidak

produktif perlu menjadi agenda prioritas.

Ketahanan fiskal tidak semata-mata di-

tentukan oleh penghematan, tetapi juga

oleh keberhasilan meningkatkan pen-

dapatan secara adil dan berkelanjutan.

Akhirnya, menjaga defisit tetap dalam

batas aman adalah bagian dari tanggung

jawab jangka panjang pemerintah terha-

dap stabilitas ekonomi. Program populis

tetap dapat dijalankan, tetapi harus di-

dasarkan pada kalkulasi fiskal yang ma-

tang dan strategi exit yang jelas. Kebi-

jakan yang berpihak pada rakyat tidak

harus mengorbankan kesehatan fiskal ne-

gara. Justru keberpihakan sejati terletak

pada keberanian untuk mengelola ang-

garan secara berimbang, adil, dan berke-

lanjutan.

Penutup

Mengelola APBN dalam situasi yang

penuh tekanan seperti saat ini menuntut

keberanian mengambil keputusan yang

tidak selalu populer. Pemerintah perlu

menyeimbangkan antara dorongan politik

untuk menjalankan program sosial yang

masif dengan kewajiban menjaga stabili-

tas fiskal yang berkelanjutan. Keberha-

silan menjaga defisit tetap dalam koridor

aman tidak hanya akan mencermin-

kan disiplin fiskal, tetapi juga mem-

perkuat kepercayaan investor, dunia

usaha, dan masyarakat terhadap

arah kebijakan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika program populis

dijalankan tanpa perhitungan fiskal

yang matang, dampaknya justru bisa

kontraproduktif bagi perekonomian,

terutama dalam jangka menengah.

Oleh sebab itu, seluruh langkah kebi-

jakan harus didasari pada transpa-

ransi, efektivitas, dan pengukuran

dampak yang terukur. Kejelasan pri-

oritas belanja, peningkatan kualitas

penerimaan negara, serta kolaborasi

cerdas dengan sektor swasta adalah

jalan yang patut ditempuh.

Pemerintah memiliki ruang untuk

berinovasi dalam pembiayaan, tetapi

juga wajib menjaga akuntabilitas dan ke-

berlanjutan. Di tengah godaan populisme

fiskal, keputusan yang rasional dan berba-

sis data akan menjadi penentu arah per-

ekonomian nasional. Seperti halnya rumah

tangga yang bijak, negara pun tidak bisa

membelanjakan lebih dari yang mampu di-

tanggungnya tanpa mengorbankan masa

depan generasi berikutnya.(*)-d

*)Edo Segara Gustanto, Akademisi &

Peneliti Pusat Kajian dan Analisis

Ekonomi Nusantara .

Edo Segara GustantoPlus Minus Penjurusan (Lagi) di SMA
SMA akan memberlakukan lagi

penjurusan seperti masa lalu, yakni

IPA dan IPS. Sistem penjurusan

tersebut, menurut  Mendikdasmen

Abdul MuÕti dianggap lebih punya ni-

lai positif, dibandingkan tanpa penju-

rusan. 

Namun ada pro dan kontra terkait

pengembalian sistem penjurusan

atau peminatan. Beberapa pihak

menilai penjurusan membantu siswa

fokus, sementara yang lain menilai

terlalu membatasi pilihan dan belum

sinkron dengan kebutuhan perguru-

an tinggi. Karena itu harus ada ino-

vasi.

Penjurusan di SMA sering menim-

bulkan stigma negatif, terutama bagi

siswa IPS dan Bahasa, yang diang-

gap kurang cerdas atau nakal. Hal

ini musti menjadi perhatian dalam

dunia pendidikan dan mendorong

adanya perubahan sistem, seperti

penghapusan penjurusan di

Kurikulum Merdeka.

Memang saat ini, penjurusan di

SMA, khususnya antara IPA (Ilmu

Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu

Pengetahuan Sosial). Semua memi-

liki kelebihan dan kekurangan ma-

sing-masing.

Beberapa hal yang menjadi

kelebihan dan kekurangan, antara

lain hampir semua pelajaran IPA

melatih kemampuan berhitung dan

berpikir logis, yang bermanfaat un-

tuk berbagai profesi di masa depan.

Karena itu siswa IPA cenderung

lebih kritis dan kreatif karena sering

dihadapkan pada masalah yang

harus dipecahkan secara ilmiah.

Ada anggapan bahwa siswa IPA

lebih cerdas, sehingga menimbulkan

tekanan sosial dan ekspektasi tinggi.

Sedang  siswa IPS lebih tanggap

terhadap isu-isu sosial dan per-

kembangan masyarakat. Siswa IPS

sering mendapat stigma sebagai

Ókurang pintarÓ atau ÓnakalÓ diban-

dingkan siswa IPA, meski ini tidak

benar. Lulusan IPS umumnya tidak

bisa memilih jurusan sains di pergu-

ruan tinggi, sehingga pilihan lebih

terbatas. Mata pelajaran IPS lebih

sedikit praktikum, sehingga pe-

ngalaman belajar lebih banyak teori.

Siswa yang ternyata lebih bermi-

nat pada bidang sosial bisa merasa

kurang berkembang karena materi

lebih banyak sains.  Siswa IPS

banyak belajar tentang interaksi

sosial, komunikasi, dan isu-isu ma-

syarakat.

Karena itu, ketika nanti memilih ju-

rusan IPA atau IPS di SMA se-

baiknya disesuaikan dengan minat,

bakat, dan rencana masa depan

siswa. Keduanya memiliki kelebihan

dan kekurangan, serta tantangan

yang berbeda. Penting untuk

menghilangkan stigma negatif dan

mendukung setiap pilihan siswa

agar dapat berkembang optimal se-

suai potensinya.

Sementara, peluang kerja lulusan

IPS sangat luas di bidang sosial, eko-

nomi, pemerintahan, komunikasi, dan

beberapa bidang teknik tertentu.

Namun, secara keseluruhan, lulusan

IPA memiliki fleksibilitas lebih besar

dalam memilih bidang kerja karena

dapat masuk ke ranah sains maupun

sosial. Pilihan terbaik tetap bergan-

tung pada minat, bakat, dan rencana

karier masing-masing siswa.

Stigma bahwa siswa IPA lebih pin-

tar dari IPS adalah persepsi yang ke-

liru dan merugikan perkembangan

siswa. Dengan mengedepankan mi-

nat, memberikan edukasi yang be-

nar, menghapus sistem  yang kaku,

serta mengapresiasi semua pres-

tasi, stigma ini dapat dihilangkan.

Setiap jurusan memiliki peran pen-

ting dalam membangun masa de-

pan bangsa, dan semua siswa

berhak dihargai atas pilihan dan ke-

mampuannya masing-masing.

Sebab itulah, sekolah penting un-

tuk memberikan pemahaman kepa-

da masyarakat bahwa setiap jurusan

memiliki keunggulan dan peluang

karier yang luas, baik IPA maupun

IPS.Sosialisasi tentang prospek ker-

ja dan kontribusi ilmu sosial perlu di-

tingkatkan agar masyarakat tidak la-

gi memandang IPS sebagai jurusan

Ókelas dua. Guru harus menjadi

teladan dalam menghargai semua

jurusan dan tidak membeda-be-

dakan siswa berdasarkan pilihan

bidang studinya. (**)-d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-
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